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ABSTRAK

Dalam praktek di masyarakat sering ditemukan adanya perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang ditungkan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT, namun pada kenyataannya justru terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut tidak diikuti secara langsung dengan peralihan hak penguasaan dari pemilik asal (Penjual) kepada pemilik baru (Pembeli). Hal tersebut terjadi antara lain disebabkan adanya perbedaan kepentingan atau maksud dari masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum, sehingga akhirnya terjadi persengketaan dan berlanjut menjadi perkara di pengadilan. Lalu muncul permasalahan Bagaimana kewenangan PPAT dalam membuat Akta Jual Beli Tanah berdasarkan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Bagaimana Kekuatan mengikat Akta Jual Beli tanah yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanpa diikuti penyerahan fisik serta Bagaimana pembuatan Akta Jual Beli tanah berdasarkan Surat Kuasa Menjual agar memiliki kepastian hukum. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis- kualitatif.

Perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak antara Penjual dengan Pembeli bertujuan untuk megalihkan hak kepemilikan atas tanah harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) dengan denngan adanya AJB dimaskud akan membuktikan telah terjadinya peralihan hak secara hukum (yuridis levering). Kekuatan mengikat Akta Jual Beli tanah yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanpa diikuti penyerahan fisik menyebabkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak, oleh karena mengandung cacat hukum, yang mengakibatkan AJB demikian dapat dibatalkan menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, Pembuatan AJB yang didasarkan pada adanya surat kuasa menjual, harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian serta Surat Kuasa Khusus dimaksud bentuknya adalah Akta Notaris atau yang dilegalisir oleh Notaris, atau bahkan dilengkapi dengan adanya surat konfirmasi mengenai kebenaran pembuatan Akta Kuasa Menjual dari Notaris, sehingga demikian AJB atas dasar Akta Kuasa menjual tersebut memiliki kepastian hukum
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ABSTRACT
In practice in the community, it is often found that there are legal actions in the form of buying and selling land which are included in the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by PPAT, but in fact the transfer of land rights is not followed directly by the transfer of control rights from the original owner (Seller). ) to the new owner (Buyer). This happened partly due to differences in the interests or intentions of each party taking legal action, so that eventually a dispute occurred and continued to be a case in court. Then the problem arises: How is the authority of PPAT in making the Deed of Sale and Purchase of Land based on the Power of Attorney to Sell made by a Notary in accordance with the applicable legal provisions and How is the power to bind the Deed of Sale and Purchase of land made based on the Power of Attorney to Sell without being followed by physical delivery and How to make a Deed of Sale and Purchase land based on the Power of Attorney to sell in order to have legal certainty.

The method used is descriptive-analysis with a normative juridical approach. The research phase uses library research with secondary data and field studies with primary data. This data collection was obtained by means of library research and also interviews obtained by means of field studies. Furthermore, the data were analyzed using the juridical-qualitative method.

The legal act of buying and selling land carried out by the parties between the Seller and the Buyer with the aim of transferring ownership rights to the land must be made in writing and stated in the form of a Deed of Sale and Purchase (AJB) with the presence of an AJB which is intended to prove that there has been a legal transfer of rights (juridical). levering). The binding power of the Deed of Sale and Purchase of land made based on the Power of Attorney to Sell without being followed by physical delivery causes the Deed of Sale and Purchase made by PPAT to have no binding power to the parties, because it contains legal defects, which causes such AJB to be canceled according to law and has no binding force for the parties, The making of AJB based on the existence of a power of attorney to sell, must strictly apply the precautionary principle and the Special Power of Attorney referred to in the form of a Notary Deed or legalized by Notary, or even equipped with a confirmation letter regarding the correctness of making the Deed of Authorization to Sell from a Notary, so that AJB on the basis of the Deed of Power of Attorney to sell has legal certainty.
Keywords: Legal certainty, buying and selling, power of attorney to sell, land rights
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